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NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
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KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
Nomor ; 140/12/Kpts/WN.TEP/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
NAGAR! TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN FANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAFAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan
Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap
batas wilayah suatu nagari telah dibentuk tim penetapan dan
penegasan Batas Nagari tingkat Kabupaten dengan keputusan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/429/kpts/BPFT-PS/2021,
tentang Pembentukan Tim penetapan dan penegasan batas
Nagari kabupaten Pesisir Selatan ;

b. bahwa berdasarkan Surat Selertaris Daerah nomor
100/ 1207 /pem-Otda,/IX-2021, tentang Tahapan dan
Schedule Kegiatan peta dan batas Nagari Tahun 2021;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Wali Nagan tentang pembentukan um penetapan dan
penecgasan Batas Nagan Talang Koto Pulan Tapan; p

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Taliun 1956 tentang Pembentakan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengsh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 23] Jis UndanglUndang Nomor
21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77| Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 1643);

2. Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara tabhun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 7);

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan undan-undang nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), scbagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam
negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang pembentukan produk hulum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di-Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20094);

Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tehun 2017 Nomor )

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kena
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor §);



Menetapkan
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12.

13,

14,

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penctapan dan penegasan
batas Desa;

Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomer tahun
2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022
Tentang Standar Harga Pemerintah Nagan Tahun Anggaran
2023;

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 130 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Magari Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Nagari Yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;

Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari
Talang Koto Pulai Tapan;

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
NAGAR] TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH
AMPEK HULL TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2023

Membentuk Tim Penctapan dan Penegasan Batas Nagari,

Nagari Talang Koto Pulm Tapan kecamatan Ranah Ampek

Hulu Tapan dengan komposisi dan personalia sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dan keputusan ini;

Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum HESATU

adalah sebagai berikut :

a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber
hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;

b, Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum
lain unuk menentikan garis batas sementara di atas
peta;

¢. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan
penegasan batas Desa

d. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan
penegasan batas Desa dengan instansi terkait;

e. Melakukan supervisi teknis(lapangan  dan/atan
pendampingan dalam penegasan batas Desa;

f. Melaksanakan sosialisasi penctapan dan penegasan batas
Dcaa;

g. Mengusulkan dulkungan dana dalam  anggaran
pendapatan belanja daerah kabupaten/kota — untuk
pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa

h. Menyusun rancangan peraturan bupatl tentang peta
penetapan batas Desa dan menyusun rancangan



peraturan bupati tentang peta batas Desa;

i. Menfasilitasi dan mediasi pembuatan kontrak kerja antar
MNagari dengan Pihak Ketiga

j- Menyusun Jadwal pelaksanaan FGD atau Musyawarah
nagari dan antar Nagari

k. Bersama-sama dengan pihak ketiga melaksanakan
kegiatan yang bersifat non teknis berupa musyvawarah
(FGD)} dengan benta Acara;

KETIGA - Kepada tim dimaksud dalam diktum KESATU dalam

melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yvang berlaku;

KEEMPAT H Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan
belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun Anggaran 2023
pada anggaran pembuatan Peta Batas Nagari;

KELIMA : Keputusan ini berlaku s¢jak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinva.

Dﬂ::r.ﬂ.pkan 5l|_.__, Talang Kut::r Pulai Tapan

LISMAN, S.H
“pﬁr_fmmfﬁmg 200605 1 003

Tembusan KEepada Yih:

ERgah BN

Bupati Pegisir Selatan di Painan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Sclatan di Painan;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Sclatan di Painan;

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang:

Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Talang;
Yang bersanghkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

NOMOR : 140/ 12/Kpts/WN.TKP/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM FENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

KEEDUDUKAN
NHO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 | KASWI Ketua Bamus Nagari Ketua
2 | RAFLL. B Tokoh Masvarakat Sekretaris
3 | SISJOSNASFIL Sekretaris Nagari Angpgota
4 | ISULMAN J Kepala Kampung Talang Ketaping Anggota
o RICEY CANDREA PUTRA Eepala Kampung Talang Anggota
Fj. W o EOTO PULAI TAPAN
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